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Abstract
Implementasi keuangan mikro Islam di berbagai negara muslim di dunia ternyata memiliki karakteristik yang berbeda dalam mempraktekkan akad-akad syariah ke dalam produk keuangan di masing-masing negara. Ulasan dalam tulisan ini hanya meninjau dari pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan diperoleh data dan informasi berkaitan dengan praktek keuangan mikro Islam di beberapa negara muslim di dunia. Ada kecenderungan beberapa akad dipergunakan di negara-negara tertentu yang memiliki tingkat PDB relative lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Misalnya akad merabahah lebih banyak dipergunakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, sementara akad mudharabah (bagihasil) lebih banyak dipergunakan di negara-negara yang ekonomi dan masyarakatnya lebih maju seperti Australia dan Iran.
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Implementasi Islamic Microfinance di Dunia Muslim

1. YAMAN[footnoteRef:2] [2:  www.uncdf.org] 


Tahun 1997, di salah satu kota yang cukup padat di dekat Pelabuhan yang bernama Hodeidah telah didirikan sebuah lembaga microfinance (MF) yang di sebut dengan the Hodeidah Microfinance Program (HMFP).  Kota Hodeidah ini memiliki aktivitas ekonomi  yang berbasis pada perdagangan, perikanan, produksi makanan, industri kecil, handicraft dan transportasi.  Program Islamic microfinance ini termasuk yang pertama di Yaman. Pada bulan Juni 2000, telah memiliki anggota (nasabah) sebanyak 1770 orang, dan 23% diantaranya adalah wanita dengan jumlah outstanding pembiayaanya sebesar US $ 350.000, rata-rata pengeluaran pembiayaan untuk masing-masing anggota sebesar US $ 240.  masing-masing anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jangkauan dan kemampuannya. Peningkatan jumlah pembiayaan dinaikkan sebesar 10% untuk bentuk pinjaman pribadi dari total jumlah pinjaman yang ada.
HMFP memiliki  dua elemen yang berbeda dari sisi akuntansi dan keuangannya  yang membuatnya berbeda dari lembaga microfinance lainnya dan keduanya memiliki implikasi terhadap bentuk laporan keuangannya. Pertama : kapitalisasi biaya pelayanan tergantung biaya pengeluaran pembiayaannya, oleh karena itu mempengaruhi  neracanya. Kedua : elemen yang menyangkut ketiadaaan prinsip bunga pada outstanding pinjamannya yang akan mempengaruhi yield portofolio dan selanjutnya akan berpengaruh pada perolehan pendapatannya.

2. SUDAN

Tahun 1992, Sudanese Islamic Bank (SIB) didirikan dengan membawa misi micro-credit dan lebih dikenal dengan sebutan “productive family branches”.  Bank ini paling banyak mengadopsi  prinsip  partnership financing, diantara metode pembiayaan syariah lainnya.  Pengalaman SIB bahwa pengguna dana tidak memiliki kontribusi berupa dana cash ke dalam proposal investasi yang diajukan, maka sharing pengguna berupa input (labor), atau sewa mesin (peralatan) dan di depresiasi selama periode musharakah.  Relativitas keuntungan usaha berupa tingkat pengembalian investasi  kepada Bank lebih besar dari pada metode pembiayaan lainnya.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaffar Abdala Ahmed (2006) di Sudan, mendeskripsikan bahwa total dana yang didistribusikan dengan mengguanakan metode pembiayaan syariah antara lain :  musharakah, murabahah, salam dan lainnya antara tahun 1995 sampai 2005. menunjukkan bahwa Bank di Sudan lebih menyukai murabaha daripada jenis pembiayaan syariah lainnya. Menurut penelitian ini murabaha menduduki posisi terbesar dengan rata-rata 47,3% dari total pembiayaan, sedangkan musharaka menduduki urutan kedua dengan rata-rata sharenya sebesar 29,3% dari total pembiayaan. Urutan ketiga adalah salam dengan proporsi sebesar 22% dari total pembiayaan dan sisanya terdistribusi pada jenis pembiayaan lainnya.[footnoteRef:3] [3:  Makalah : First International Islamic Conference (2007), Vol. 1, hal. 168.] 



3. MALAYSIA

Malaysia membangun sebuah system yang disebut dengan “ ar-Rahnu” , system ini mendasarkan pada gagasan yang diterima secara luas yaitu “emas adalah teman terbaik wanita”.  Orang-orang Malaysia menggunakan fakta sederhana itu sebagai suatu kesepakatan , emas menghiasi penglihatan wanita.  Oleh karena itu emas menyatakan secara tidak langsung sebagai symbol (status) kekayaan seseorang, hamper semua orang Malaysia memiliki emas. Emas juga identik dengan uang cash karena secara cepat dan mudah untuk diperjualbelikan, dan inilah yang dijadikan AGUNAN.  Ar-Rahnu menerima simpanan berupa emas maupun meminjamkan jasa keuangan dengan jaminan emas. Hal ini diterima secara luas oleh rakyat Malaysia, terutama masyarakat miskin.[footnoteRef:4]  [4:  Burhan, Muhammad (2005), “Ar-Rahnu A New Microfinance Era in Malaysia”, National Cooperative Organization of Malaysia (ANGKASA).] 


4. IRAN

Microfinance di Iran dirintis mulai tahun 2000 yang dimulai dari Provinsi Irfahan dengan nama AL-TAHA GHARZUL-HASANAH FUND.  Produk yang ditawarkan sebagai jenis pelayanan kepada masyarakat adalah berupa produk simpanan untuk jangka waktu enam bulanan (deposito) dan disalurkan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Keberhasilan Al-Taha dalam pengalaman menghimpun dana, investasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, telah menginspirasi berdirinya MOHAMMAD-RASULULLAH JAY GHAZRUL-HASANAH FUND pada tahun 2001, dan menjadi sparing partner dalam menggalang dana masyarakat.  Selanjutnya dana yang terkumpul dalam bentuk deposit nominal kecil-kecil ini dibelikan atau dipergunakan untuk andil dalam the government cooperative-shares (musharakah papers).
Jumlah anggota (nasabah) yang aktif  dalam FUNDER di Iran  diperkirakan sebanyak 400.000 orang  sejak awal tahun 2000. Lembaga microfinance ini  telah mampu menyerap 6.000 miliar  rial (sama dengan $670 juta) dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jumlah ini di luar Bank Islam yang terdapat di Provinsi Irfahan .[footnoteRef:5] [5:   Makalah : First International Islamic Conference (2007), Vol. 1, hal. 446.] 



5. PAKISTAN

Sektor  pertanian menjadi salah satu andalan bagi Negara Pakistan. Sektor ini mampu menyumbang GDP sebesar 23% dan menyumbang bagi pekerjaan (tenaga kerja) sebesar 44,8% dari total tenaga kerja (economic survey of Pakistan, 2005). Akses permodalan formal selama ini mengalami hambatan untuk masuk ke sektor ini, karena adanya kewajiban covering collateral berupa tanah. Akhirnya pembiayaan informal yang masuk ke sektor ini dengan jumlah sekitar 72% dari total pembiayaan pertanian di Pakistan (World Bank Report, 2004).
Produk pembiayaan yang diterapkan di Pakistan untuk sektor pertanian adalah bai salam. Bentuk lembaga yang melayani para petani dalam memperoleh pembiayaan bai salam ini melalui Microfinance Bank. Jumlah petani yang dilayani sebanyak 0,57 juta  yang aktif dan memiliki potensi sebesar 5,44 juta (State Bank of akistan, 2002).[footnoteRef:6] [6:  Op.cit. hal.255] 


6. BANGLADESH

Lembaga keuangan syariah yang melayani pengusaha mikro di  Bangladesh adalah Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) yang menyediakan jasa pelayanan kredit mikro melalui  Skema Pembangunan Rakyat (Rural Development Schema – RDS).  RDS telah mencoba mendesain sebuah model berbasis syariah untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui program pembangunan rakyat mengikuti prinsip pendekatan manajemen partisipasi dan pinjaman kelompok.  Model kelompok yang digunakan hampir sama dengan yang diterapkan oleh Grameen Bank. Kelompok yang dibentuk memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya:  tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki ketrampilan yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Anggota kelompok harus memiliki karakter yang baik dan berkomitmen dalam  menjalankan agama. Sebagai lembaga IMFI (Islamic Microfinance Institution) RDS mendesain dan mensyaratkan  semua anggota untuk menabung setiap minggu minimal 1 taka. 
Produk pembiayaan yang dikembangkan di  Bangladesh antara lain :  Bai-Muajjal, Bai-murabaha,  dan bai-salam. Ada 1368 tenaga lapangan yang terlibat dalam pengawasan (supervise)  di RDS dan menjadi trainer dalam Pelatihan Bank Islam dan Akademi Penelitian (IBTRA).  Skema ini telah diimplementasikan sejak 1995 sebagai cabang (divisi) dari IBBL.  Tahun 2006, jumlah dana yang diinvestasikan sejumlah Tk.9300,5 juta  dengan jumlah nasabah sebanyak 294.908 orang, dengan proporsi peminjam 92% adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki, memiliki 118 cabang yang tersebar di 857 desa dan sejumlah 275 kantor kas. Tingkat pengembalian (recovery rate) mencapai 99 persen , artinya tingkat Non Performaing Finance (NPF)nya tidak lebih dari 
1%.[footnoteRef:7] [7:  op.cit. hal. 482] 


7. FILIPINA

Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah (IMF) di  Pilipina antara lain untuk membantu melayani jasa keuangan kepada para petani muslim di daerah konflik Mindanau.  Dalam index development index (HDI) wilayah ini merupakan daerah termiskin di Filipina.  Ada sekitar 3,5 juta petani kelapa yang mendiami daerah ini. 
Lembaga yang bergerak di sektor mikro ini adalah United Coconut Planters Bank (UCPB).  Mereka telah mengalokasikan dana sebanyak P 700 juta yang disalurkan kepada 3 juta petani miskin di Mindanau, Pilipina Selatan. Lembaga ini mencoba untuk mengaplikasikan CSR dengan menggunakan pola  program pelayanan keuangan  yang berbasis model microfinance yang diterapkan di Grameen bank , Bangladesh.




8. AUSTRALIA

Penduduk muslim di Australia mengalami pertumbuhan secara terus-menerus dalam dekade terakhir ini, terutama dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Menurut laporan Biro Statistik Australia tahun 1991, ada 147.500 orang Islam, dan tahun 1996 tumbuh menjadi 200.900 orang muslim, tahun 2001 diperkirakan sebanyak 500.000 warga pendatang yang beragama Islam.
Tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat atas microfinance makin meluas. Keuangan Islam di Australia, tumbuh melalui the Muslim Community Co-operative Australia Limited (MCCA).  Mereka menyediakan jasa keuangan  dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Pada bulan Juni 2004, lembaga ini telah memiliki 5.824 anggota aktif dan menerima lebih dari 60 anggota baru yang bergabung tiap bulannya.  Pada akhir tahun 2004, lembaga ini membukukan pendapatan  yang meningkat sebesar 19,45% , dan memperoleh pertumbuhan dari keuntungan sebesar 50,64%, dan total asset meningkat sebesar 11,22%.[footnoteRef:8] [8:  Financial Highlight for the Year Ended 30th June 2004. “Treasury Report”.] 

MCCA didirikan pada bulan Februari 1989, dengan modal awal A$22.300, dengan kantor pusat di Burwood, Victoria. Kegiatan MCCA meliputi  kegiatan keuangan yang berbasis  pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu lembaga ini juga menampung dana-dana amal yang dikonversi ke dalam  instrument-instrumen ekonomi yang produktif dan bermanfaat secara social.[footnoteRef:9]Produk yang dikembangkan menjadi bentuk layanan keuangan antara lain : murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat. [9:  Lihat di situs : http://www.mcca.com] 



9. INDONESIA

Indonesia telah mengembangkan microfinance sejak tahun 1970-an.  Microfinance memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat  dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Diperkirakan ada 89% masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor mikro dan kecil dan menyumbang sebesar 41% dalam gross domestik produk (Rice,2000).
Pelaku  microfinance di Indonesia, antara lain  BRI yang memiliki 4049 unit pelayanan kredit yang menjadi pioneer di bidang microbanking (Robinson, 2004). Disamping BRI ada  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKC), dan Badan Kredit Pedesaan (BKD), serta institusi lainnya seperti  Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga informal lainnya. Bahkan koperasi simpan pinjam (KSP)  yang terdaftar di  Departemen Koperasi ada 36.376. Total assetnya mencapai Rp. 6 triliun dan melayani lebih dari 11 juta orang anggota dan deposan (Depkop, 2004).
Lembaga keuangan mikro syariah  (IMF) yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia adalah Baitul Mal wat Tamwil  (BMT), istilah lain seperti Baitul Qiradh di Aceh.  Model penerapan operasionalisasi BMT  hamper sama seperti  Bank.  BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi.
Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK  sebanyak 3,037 BMT.  Jumlah asset sekitar Rp. 1 triliun dengan jumlah pekerja sebanyak 30.000 orang  dan 40%-nya adalah wanita. BMT  telah melayani  2 juta penyimpan dan didistribusikan ke pengusaha mikro dan kecil  lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro. (Aziz, 2000).[footnoteRef:10]   [10:  Makalah : First International Islamic Conference (2007), Vol. 2, hal. 534] 

Prinsip keuangan syariah yang digunakan dalam produk BMT ada 2 yang paling utama, yaitu jual beli  (murabaha, istisna, bai-salam),  Bagi hasil (mudarabah dan musyarakah).  Namun yang paling banyak digunakan adalah murabahah, dibandingkan produk lainnya.
  

Analisis hubungan instrument microfinance Islam dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Negara-negara Muslim

Berdasarkan  data yang di atas, maka akan terlihat suatu fenomena, dimana masing-masing Negara yang memiliki PDB beragam terkait dengan instrument Islamic mifrofinance yang digunakan. 
Tabel : PDB dan Produk Islamic Microfinance

	Nama Negara
	PDB
	Instrument

	Yaman
	21.7 (L)
	Murabaha

	Sudan
	47.2 (L)
	Murabahah

	Malaysia
	160 (UM)
	Rahn

	Iran
	225 (LM)
	Murabaha, Ijarah

	Pakistan
	141 (L)
	Murabaha

	Banglades
	71.4 (L)
	Murabaha

	Australia
	
	murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.


	Philipina
	-
	-

	Indonesia
	407.5 (LM)
	Murabaha, Mudarabah



Memperhatikan pola keterkaitan antara tingkat PDB yang diperoleh suatu Negara terhadap produk keuangan mikro yagn dihasilkan mengalami perkembangan kea rah system bagi hasil dibandingkan dengan system marjin yang berasal dari produk murabahah.


I.     KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Keberadaan Islamic microfinance sangat berarti bagi perkembangan ekonomi suatu Negara. Negara-negara berkembang yang rata-rata penduduknya adalah masyarakat miskin, sangat membutuhkan lembaga keuangan yang mampu mengakses mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Mereka bergerak di sektor informal yang tidak bankable, maka dibutuhkan adanya lembaga keuangan  mikro yang mampu melayani mereka. 
[bookmark: _GoBack]Mayoritas penduduk di Negara-negara berkembang adalah muslim, ada harapan dan keinginan bersama yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bidang kehidupan mereka, terutama dalam bidang ekonomi yang berbasis non-interest. Inisiatif  mendirikan  lembaga keuangan syariah (Islamic microfinance institution) telah muncul di berbagai Negara. Mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam prakteknya masing-masing Negara memiliki kekhasan masing-masing sesuai dengan keunggulan dan karakteristiknya sendiri. 
Dengan berbagai perbedaan yang ada dalam bentuk lembaga dan nama masing-masing, namun intinya adalah sama yaitu menggunakan prinsip-prinsip keuangan syariah. Justru dengan adanya beragam bentuk dan model  yang dibangun oleh nagara-negara muslim ini akan memperkaya khasanah dan mempertebal keyakinan bahwa Islam adalah rahmatan lil’alamin.
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